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ffiselGiiitn hubungan industrial

adalah perbedaan PendaPat atau

perselisihan'pengusaha dengan pekerja

dan atau serikat pekerja berkaian dengan

syarat-syarat kerja seperti pemenuhan

hak-hak pekerja dan atau s-erikat pekerja,

harapan atau kePentingan Pekerja,

pemutusan hubungan kerja, serta

perselisihan antar serikat pekerja di satu

perusahaan.

Berdasarkan Undang-undang No'

2 tahun 2004, .perselisihan 
hubungan

industrial yang selama ini diselesaikan

melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan,

sekarang dialihkan untuk diselesaikan

oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri. Ini berarti bahwa di

setiap Pengadilan Negeri di tingkat

kabupaten dan kota Perlu dibentuk

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)'

PHI merupakan Pengadilan khusus di

lingkungan Peradilan umum'

menggunakan Hukum Acara Perdata"

berwenang memeriksa dan memutus :

a. perselisihan hak untuk tingkat

pertama;

b. perselisihan kepentingan untuk tingkat

pertama dan terakhir;

c. perselisihan pemutusan hubungan

keda untuk tingkat Pertama;

d. perselisihan antar serikat pekerja

untuk tingkat pertama dan terakhir.

Perselisihan hak adalah

perselisihan pengusaha dengan pekerja

dan atau serikat Pekerja, karena

pengusaha. dian[gap tidak melakukan

kewajibannya memenuhi hak pekerja

sesuai'' dengan yang telah ditetapkan

dalam perjanjian kerja atau peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama

dan atau serikat pekerja karena mereka

tidak mencapai kesepakatan mengenai

pembuatan atau perubahan syarat-syarat

kerja, peraturan Perusahaan atau

perjanjian kerja bersama. Perselisihan

pemutusan hubungan kerja adalah

perselisihan pengusaha dengan pekerja

dan atau serikat pekerja sebagai akibat

tindakan atau rencana Pengusaha

memberhentikan atau memutuskan

hubungan kerja dengan Pekerja.

atau peraturan perundang-undangan. I

I
I

Perselisihan kepentingan adalah 
I

I

perselisihan pengusaha dengan pekerja i
!
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Perselisihan antar serikat pekerja adalah
i:'r' i'

perselisihan antara "situ' atart 'bebi:rapri

serikat pekerja dengan serikat pekerja lain

di dalam satu perusahaan karena mereka

tidak mencapai kesepakatan antara lain

mengenai keanggotaan dan atau mengenai

pelaksanaan hak dan kewajiban serikat

pekerja.

Perselisihan hak, perselisihan

kepentingan dan perselislhan pemutusan

hubungan kerja pada umumnya timbul

karena pengusaha dan pekerja dan atau

serikat pekerja tidak berhasil

menyelesaikan keluhan, aspirasi, harapan,

kepentingan, sefta tuntutan menyangkut

hak dan kewajiban pekerja seoara bipartit,

sehingga mern€ilukan'koterlibatan,atau

bantuan pihak ' ketiga untuk

menyelesaikannya seperti .mediator atau

konsiliator atau arbitrator. Demikian juga

perselisihan antar serikat pekerja timbul

karena para pimpinan serikat pekerja yang

berselisih tidak mampu menyelesaikan

sendiri perbedaan kepentingan mereka.

Jadi setiap perselisihan harus

diupayakan untuk diselesaikan di tingkat

perusahaan secara bipartit. Hanya bila

sangat sulit diselesaikan dapat diteruskan

ke pengadilan. Sebelum ke pengiadilan,

harus ditempuh dulu beborapa alternatif

yaitu :

a. BKS Bipartit,
, ,b. Medipsi melalui mediator,
c. Konsiliasi melalui konsiliator,

atau
d. Arbilrasi mclalui arbitrator.

BKS Bipartit harus dibentuk di setiap

perusahaan, terutama yang

mempekerjakan 50 orang pekerja atrnu

lebih. Mediasi adalah penyelesaian

perselisihan yang dllakukan oleh pejabat

pemerintah yang disebut mediator.

Mediator diangkat oleh Menteri setelah

mempnuhi beberapa persyaratan.

Konsiliasi adalah penyelesaian

persolisihan olch anggota masyarakat

yang juga diangkat oleh Mentari setolah

memenuhi persyaratan tertontu.

Arbitrator adatah satu lembaga

penyeleoaian perselisihan yang ditunjuk

secara bersama oleh pengusaha dan

pekerja.

Sebagiaman dikemukakan di atas,

Pengadilan Hubungan Industrial (PHl)

didirikan secara khusus di lingkungan

peradilan umum negeri. Pada tahap

pertama, PHI didirikan di Pengadilan

Negeri di Kotamadya ibukota provinsi.

Pengajuan I peninJauan banding atas

keputusan PHI dapat disampaikan

langsung ke Mahkamah Kasasi

Pengadilan Hubungan lnductrinl di

Mahkamah Agung.
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Penyelesaian perselisihan

hubungan industrial yang terbaik adalah

penyelesaian secara bipartit dengan

melibatkan kedua Pihak secara

musyawarah untuk mufakat mencapai

kesepakatan. Dengan kata lain, setiap

perselisihan hubungan industrial harus

pertama'tama diselesaikan secara bipartit.

Bila ternyata kesepakatan tidak tercapai,

maka satu atau kedua Pihak

menyampaikan kasus tersebut ke Dinas

Tenagakerja. Dinas Tenagakerja akan

menawarkan kepada kedua Pihak

melanjutkan kembali berunding dan

menyelesaikan secara biPartit.

Bila satu atau kedua Pihak tidak

bersedia lagi melanjutkan perundingan

secara bipartit, maka Dinas Tenagakerja

akan menawarkan kepada kedua pihak

bila menyangkut:

a. Perselisihan kePentingan dan

perselisihan antar serikat pekeda

menggunakan jasa arbitrasi atau

konsiliasi;

b. Perselisihan pemutusan hubungan

kerja (PHK) menggunakan jasa

konsiliasi.

Bila pihak yang berselisih tidak

bersedia menggunakan jasa konsiliasi atau

arbitrasi, Dinas Tenaga Kerja meminta

pegawai perantara untuk memperantarai

penyelesaian.

ilnd;I6il- uin-ir6it'it6i-6inninane-i

menyelesaikan perselisihan kepentingan i

dan perselisihan antar serikat pekerja. i

Keputusan arbitrasi bersifat Rnal. i
I

Konsiliator berfungsi memfasilitasi 
I

penyelesaian perselisihan kepentingan, i
I

perselisihan PHK, dan perselisihan untut I

!

serikat pekerja. Mediator berfungsi i

dalam kesepakatan bersama.

"seiiap perselisihan yang tidak i

dapat diselesaikan di tingkat konsiliasi i

i

dan mediasi diajukan kepada Pengadilan i

;

Hubungan lndustrial. Putusan PHI atas i
i

perselisihan kepentingan dan perselisihan i

'l

antar serikat pekerja bersifat final. I

!

Keputusan PHI atas perselisihan hak dan i
i

perselisihan PHK dapat dimintakan i
!

banding ke Mahkamah Kasasi di 
i
I

Mahkamah Agung. Dengan demikian' i

!

penyelesaian perselisihan hubungan i
:

industrial dangat tergantung juga pada i

i

efektivitas BKS Bipartit, arbitrasi, !

i

konsiliasi dan mediasi. Masalah yang 
i
i

dihadapi sekarang ini adalah bahwa !

i

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel l, i

jumlah konsiliator dan mediato, fringga !

i

akhir tahun 2005 masih sangat terbatas. 
I

!
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Penyelerairn Percellslhan

Menurut UU. No.2t Trhun 19t7

Penyelomlan Peruellslhsn

Menurut UU. No.2 Trhun 200{
I

i

I
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Tabel I
JUMLAHMEDIATo&KoNSILIATORDANARBITER'2005

Sumber : Direktorat Jenderal Hubungan Industial
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a.

l. Manfaat Pengadilan Hubungan

Industrial

Dibandingkan dengan UU No. 22

tahun 1957, UU No. 2 tahun 2004 tentang

Pengadilan Perselisihan Hubungan

Industrial (PPHI) lebih menjamin

kepastian hukum dan penyelesaian yang

lebih cepat. UU No. 2 tahun 2004 antara

lain menegaskan hal-hal berikut ini.

Sama halnya dengan UU No. 22

tahun 1957, UU PPHI ini

menekankan peranan BKS Bipartit

dan mendorong penyelesaian

perselisihan secara musyawarah

untuk mufakat ditingkat bipartit.

Proses pengadilan perselisihan

dilakukan hanya melalui dua tahap

yaitu oleh Pengadilan Hubungan

Industrial yang dibentuk sebagai

bagian dari Pengadilan Negeri dan

oleh Majelis Hakim Kasasi yang

dibentuk di dan sebagai bagian dari

Mahkamah Agung.

c. PHI sebagai bagian dari Pengadilan

Negeri di bawah kekuasaan

kehakiman, tidak berdiri sendiri

seperti P4D dan P4P. PHI pada

tahap awal dilaksanakan baru di

Pengadilan Negeri yang berada di

ibukota provinsi.

b.

e.

Keputusan PI{l mengenai

perselisihan kepentingan dan

mengenaipersel.isihan antar serikat

pekeda bersifat final, tidak dapat

dilanjutkan dengan upaya banding ke

Pengadilan Tinggi atau Kasasi ke

Mahkamah Agung,

Keputusan PHI mengenai

perselisihan hak dan mengenai

perselisihan PHK dapat dilanjutkan

langsung dengan upaya kasasi ke

Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah

Agung.'

Sebelum upaya pengadilan, atas

kesepakatan pengusaha dan pekerja

atau serikat pekerja, mereka dapat

memilih jalur mediasi, atau

konsiliasi atau arbitrase untuk

penyelesaian perselisihan

kepentingan. Pihak yang bersengketa

dalam perselisihan antar serikat

pekerja dapat menyepakati dan

memilih arbitrase untuk memutus

perselisihan mereka.

g. Berbeda dengan UU No. 22

tahun 1957 yang mengatur

penyelesaian perselisihan hak dan

perselisihan kepentingan secara

kolektif antara pengusaha dengan

serikat pekerja, PHI inijuga mengatur

iNFO HUKUM Vol.4 T*un Vilr, 2()06 
-



I autut bentuk Persetujuan Bersama

I Oun ditandatangani oleh para pihak
I

i vans berselisih.
1....-..-.....-.-....*..-.:-..-s.-....-

penyelesaian Persctisihan hak,

kepentingan dan PHK Perorangan

antara pengusaha dengan individu

atau. kelompok individu.

Bcrbcda dengan UU No. 12 tahun

1964 yang mewajibkan Pemutusan

hubungan kerja mclalui izin P4D

atau P4P, Perselisihan PHK menurut

UU PPHI ini daPat diselesaikan

melalui BKS BiPartit, mediasi,

konsiliasi, atau PHI hingga Majelis

Hakim Kasasi.

Badan Kerjasama BiPartit

BKS BiPartit terdiri dari wakil

pengusaha dan wakil pekerja dan atau

serikat pekerja. Bila dalam perusahaan

belum terbentuk serikat pekeda, wakil

pekerja di BKS BiPartit diPilih i

mewakili unit-unit kerja dan atau i

kelompok profesi. Bila terdapat lebih 
i'I

dari satu serikat pekerja, wakil mereka i

di BKS BiPartit ditetaPkan secara

'proporsional 
menurut jumlah anggota'

Semua jenis perselisihan diupayakan

disetesaikan di BKS BiPartit'

Kesepakatan atau komPromi Yang

dicapai di BKS Bipartit dirumuskan

Bila satu pihak tidak melaksanakan

Persetujuan Bersama tersebut, pihak yang

dirugikan dapat mengajukan permohonan

p€netapan eksekusi kePada PHI di

Pengadilan Negeri setemPat.

Walaupun tidak diatur segara

khusus dalam Undang-undang, serikat-

serikat pekerja di satu perusahaan dapat

membentuk Forum Komunikasi Antar

Serikat Pekerja. Penyelesaian

perselisihan antar serikat pekerja

dianjurkan dilakukan secara bipartit

dalam fgrum ini bila mereka enggan

menyelesaikannya di BKS Bipartit yang

telah ada.

3. Mediasi oleh Mediator

Di setiap kdnior Dinas Tenaga Kerja

diangkat beberaPa orang Pegawai

sebagai mediator Yang berfungsi

melakukan mediasi menYelesaikan

perselisihan antara pengusaha dengan

pekeda. Atas Penawaran KePala

Dinas Tenagakerja, atau atas

kesepakatan bersama, Pngusaha dhn

pekerja atau serikat pekerja dapat

memilih seorang mediator dari daftar

nama mediator Yang tersedia di

kantor Pemerintah setempat, untuk

membantu menyelesaikan perselisih-

an mereka.
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Dalam 7 hari setclah menerima

permintaan penyelesaian perselisihrn,

mcdiator sudah harus mcmpclajari dan

menghimpun informasi yang diperlukan,

kemudian paling lambat pada hari

kedelapan mengadakan pertemuan atau

sidang mediasi. Untuk itu, mediator dapat

memanggil saksi dan atau saksi ahli. Bila

pengusaha dan pekerja atau serikat

pekerja mencapai kesepakatan,

kesepakatan tersebut dirumuskan dalam

Persetujuan Bersama yang ditandatangani

oleh para pihak yang berselisih diketahui

oleh mediator.

Bila pengusaha dan atau pekerja

tidak mencapai kesepakatan, dalam paling

lama l0 hari setelah sidang mediasi

pertama, mediator harus sudah membuat

anjuran tertulis kepada pihak-pihak yang

berselisih. Kemudian dalam l0 hari

setelah menerima anjuran tertulis

tersebut, para pihak yang berselisih harus

sudah menyampaikan pendapat secara

tertulis kepada mediator menyatakan

menyetuj u i atau menolaknya.

Bila pihak-pihak yang berselisih

menerima anjuran mediator, kesepakatan

tersebut dirumuskan dalam Persetujuan

Bersama.

Bila anjuran tqtulis ditolak, maka pihak

yang menoltk mengajukan gugatan

kepada PHI setempat. Untuk itu mediator

menyelesaikan dokumen yang diperlukan

datam 5 hari kerja. Dengan demikian

seluruh proses mediasi diselesaikan

paling lama dalam 30 hari kerja.

4. Konsiliasi oleh Konsiliator

Konsiliator adalah anggota

masyarakat yang telah berpengalaman di

bidang hubungan industrial dan

menguasai peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan yang ditunjuk

oleh Menteri melakukan konsiliasi dan

anJuran kepada pengusaha dan

pekerja atau serikat pekerja

.menyelesaikan,perselisihan kepentingan,

perselisihan PHK dan perbelisihan antar

serikat pekerja.

Daftar konsiliator untuk satu

wilayah kerja disediakan di Dinas

Tenagakerja setempat. Atas kesepakatan

para pihak yang berselisih, pengusaha

dan pekerja atau serikat pekerja memilih

dan meminta konsiliator dari daftar

konsiliator setempat untuk menyelesaikan

perselisihan mereka mengenai

kepentingan atau PHK.
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Sama halnya dengan mediator, konsiliator

harus menghimPun informasi Yang

diperlukan dalam 7 hari setelah menerinla

permintaan konsiliasi, dan paling lambat

pada hari kedelaparl sudah memulai usaha

Paling lambat dalam l0 hari

sesudah sidang konsiliasi pertama,

kesepakatan pengusaha dan pekerja sudah

dirumuskan dalam Perjanjian Bersama,

atau bila pihak yang berselisih. tidak

mencapai kesepakatan, konsiliator sudah

menyampaikan

Pengusaha dan

anjuran tertulis.

pekerja harus

menyampaikan pernyataan men*ima atau

menolak anjuran konsiliator paling lama

dalam l0 hari. Bita kedua pihak menerima

anjuran, Perjanjian Bersaina untuk itu

diselesaikan dalam 5 hari. Bila pengusaha

atau pekerja menolak anjuran, pihak yang

menolak menggugat pihak yang lain ke

PHI.

Secara keseluruhan, konsiliator harus

menyelesaikan satu kasus perselisihan

maksimum dalam 30 hari. Dalam proses

konsiliasi, konsiliator dapat memanggil

saksi dan saksi ahli. Pemerintah

membayar honorarium konsiliator' serta

biaya perjalanan dan akQmodasi saksi dan

saksiahli.

Arbitrrse bleh Arbitrator

Arbitrase adalah PenYelesaian

perselisihan oleh seorang atau tiga orang

arbitrator, yang atas kesepakatan para

pihak yang berselisih diminta

menyelesaikan perselisihan kepentingan

dan perselisihan antar serikat pekerja.

Dalam hal pihak yang berselisih memilih

3 orang arbitrator, dalam 3 hari masing'

masing pihak dapat menunjuk seorang

arbitrator, dan p.ting lambat 7 hari

sesudah itu, kedua arbitrator tersebut

menunjtik arbitrator ketiga sebagai Ketua

Majelis Arbitrase.

Sama halnYa dengan juru atau

dewan pemisah dalam UU No. 22 tahun

1957, arbitrator menurut UU PPHI ini

harus mcmenuhi syarat teftentu yang

ditetapkan oleh Pemerintah dan terdaftar ,

di Kantor Pemerintah yang membidangi I

ketenagakerjaan. 
i

Dalam kesePakatan memilih l

penyelesaian arbitrase, pengusaha dan

pekerja atau serikat pekerja membuat

surat perjaqiian arbitrase yang antara lain i

memuat pokok persoalan perselisihan

yang diserahkan kepada arbitrator,

jumlah arbitrator yang akan dipilih' dan

kesiapan untuk tunduk Poda dan

penjalankan keputusan arbitrase.
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Arbitrator pertama-tama

mengupayakan penyelesaian secam

bipartit. Bila' penyelesaian berhasil,

arbitrator membuat akte perdamaian. Bila

kedua pihak tidak mencapai titik

perdamaian, arbitrator me lanjutkan

sidang-sidang arbitrase dengan

mengundang kedua belah pihak dan bila

perlu mengundang saksi. Secara

keseluruhan, arbitrator wajib

menyelesaikan perselisihan hubungan

industrial dalam waktu 30 hari kerja sejak

penandatanganan surat perjanjian

penunjukan arbitrator. Atas persetujuan

kedria belah pihak yang berselisih,

arbitrator hanya dapat memperpanjang

waktu penyelesaian paling lama 14 hari

kerja.

Putusan arbitrase merupakan

putusan yang bersifat final dan tetap dan

mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat para pihak yang berselisih. Bila

salah satu pihak tidak melaksanakan

keputusan arbitrase, pihak yang dirugikan

dapat mengajukan permohonan kepada

Pengadilan Negeri untuk memerintahkan

pihak tersebut melaksanakan keputusan

arbitrase.

Dalam paling

keputusan arbitrase,

lama 30 hari sejak

a,

salah satu pihak dapat mengajukan i

permohonan peninjauan kembali kepada 
I
I

Mahkamah Agung, hanya apabila : i

.i
surat atau dokumen yang diajukan i

dalam pemeriksaan, ternyata diakui

atau terbukti palsu;

pihak lawan terbukti secara sengaja

menyembunyikan dokumen yang

bersifat menentukan dalam

pengambi lan keputusan ;

keputusan 
- arbitrase terbukti

didasarkan pada tipu muslihat pihak

lawan;

putusan melampaui kewenangan

arbitrator;

e. putusan bertentangan dengan

peraturan perundan g-undan gan.

6, Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial

(PHI) dibentuk di Pengadilan Negeri dan

pada Mahkamah Agung. Untuk pertama

kali, Pengadilan PHI dibentuk di

Pengadilan Negeri yang berada di ibukota

provinsi. Secara bertahap, PHI akan

dibentuk di Pengadilan Negeri yang

berada di Kabupaten atau Kota yang

padat industri. Susunan Pengadilan

PHI pada Pengadilan Negeri terdiri

du{ 
'
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a. Hakim,

b. Hakim Ad-Hos,

c. Panitera Muda, dan

d. Panitera Muda Pengganti.

Hakim adalah hakim karier di

pengadilan negeri yang diangkat untuk

memeriksa perkara perselisihan industrial,

dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah

Agung. Hakim Ad'Hoc adalah hakim

PHI, diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul serikat pokerja dap

organisasi pengusaha melalui Ketua

Mahkamah Agung dan Menteri.

Di masing-masing Pengadilan

Negeri diangkat 5 orang hakim ad'hoc

mewakili unsur serikat pekerja dan 5

orang mewakiti unsur asosiasi pengusaha.

Hakim ad-hoc diangkat untuk masa tugas

5 tahun dan daPat diangkat kembali

maksimum satu kali masa jabatan.

Hakim ad-hoc tidak boleh merangkap

jabatan sebagai anggota Lembaga

Tertinggi dan Tinggi Negara, kepala

daerah, pengacara, mediatgr, konsiliator

aftu arbitrator. Ketua Pengadilan gggeri

mengawasi pelaksanaan tugas hakim'

hakim ad-hoc, panitera muda dan panitera

muda pengganti. PHt pada Pengadilar

Negeri berwenang memeriksa dan

memutus:

a. perselisihan hak untuk tingkat

pertama;

b. perselisihan kepcntingan untuk

tingkat pcrtama dan terakhir;

c. perselisihan pemutusan huburrgan

kerja untuk tingkat pertama;

d. perselisihan antar serikat pekerja

untuk tingkat pertama dan terakhir.

Paling lama 7 hari kerja setelah

menerima permohonan penyelesaian

perselisihan, Ketua Pengadilan Negeri

telah menctipkan Majelis Hakim

yang 
.,, 

tqrdiri dari seorang hakim

sebagai Ketua Majelis, satu orang

hakim ad-hoc mewakili unsur serikat

pekerja dan satu orang hakim

ad-hoc mewakili unsur asosiasi

pengusaha,

Paling lama 7 hari sejak

penetapan Majelis Hakim, Ketua Majelis

Haklm harus sudah menetapkan jadwal

sidang, Majelis Hakim daBat memanggll

pihak-pihak yang berselisih, saksi, dan

saksi ahli. Mqielis Hakim wqiib

menyelecaikan perselisihan paling lama

50 hari .utiu spjak sidang Portama.

Dalam mengambil keputusan, Mqielis

Hekim mempertimbangkan hukum,

perjaqjlan yang ada, kPbiasaan, dan

keadilan,
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putusan Majelis Hakim dibacakan,

Panitera Pengganti harus sudah

menyampaikan pemberitahuan putusan

kepada pihak yang tidak hadir pada saat

pembacaan putusan Majelis Hakim,

Putusan PHI mengenai perselisihan

kepentingan dan perselisihan antar serikat

pekerja merupakan putusan akhir dan

bersifat tetap,

mengonal

perselislhan hak dan persellsihan PHK

mempunyai hukum tetap apabila dalam l4

hari kerja setelah mendengar langsung

atau menerima pemboritahuan putusan

PHI, tidak ada diantara yang bersellsih

mengajukan permohonan kasasi kopada

Mahkamah Agung. Permohonan kasasl

diqjukan melalui kepanltraan PHI.

Mrfelk Hrklm Kruarl

Pcrmohonan kasasl atas putusan

PHI dlperlksa dEn diputus oleh Mqlolls

Haklm Kasacl, Untuk ltu pada Mahkamah

Agung dibentuk dan diangkat r

B, Hakim Agung,

b, Haklm Agung Ad'Hoe, dan

c. Panitera,

Hakim Agung adalah haklm

agung yang ditugarkan di Mahkamah

Agung,

^-*-- 
Haii im - eeiine--ia-noC- 3 iangkil"l

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

serikat pekerja dan asosiasi pengusaha

melalui Mahkamah Agung dan Menteri.

Sama halnya dengan hakim ad;hoc,

hakim agung ad-hoc dipilih untuk masa

jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang

maksimum satu periode. Hakim Agung

ad-hoa tidak boleh merangkap jabatan

sebagal anggota Lombaga Tertinggi dan

Tinggl Nogara, kepala deerah, pangaoara,

modlator, konsol lator atau arbltrator,

Sogora setclah menerlma kasasi

atas pdtusan PHt, Ketua Mahkamah

Agung menotapkan susunan Mqiclls

Hakim Kasasi yang terdiri dari scorang

Hakim Agung, seorang Haklm Agung ad-

hoo dari unsur serikat pekerja, dan

scorang Haklm Agung ad-hoc dari unsur

asosiasi pengusaha, Majelis Hakim

Kasasl harus menyelesaikan kasus

persellslhan dlmaksud pallng lama 30

harl kerja terhltung sajak tanggal

penerimaan permohonan kasasi,

E, Pemogokrn

Pnrurehrnn

dnn Penutupnn

$epertl dluralkan dl atas, sebagal

upaya terakhlr mengatari kebuntuan

dalam perundlngan entara serlkat pekerja

dan pcnguaaha dalam penyeleanlan

7,

l2lNFCI 9|/{* *l r*ua Vtll, W -



perd;llsifitn hubungan industrial,serikat

pekerja dapat memilih cara pemaksaan

dengan melakukan Pemogokan atau

pengusaha melakukan pemaksaan melalui

penutupan perusahaan. Pemogokan adalah

upaya serikat pekerja untuk menekan dan

memaksa pengusaha menerima tuntutan

serikat pekerja. Dengan mogok, proses

produksi akan berhenti, pengusaha akan

mengalami kerugian. Untuk menghindari

menanggung kerugian YEng sEmakin

besar, pengusaha diharapkan memilih

'untuk memenuhi tuntutan serikat pokerja.

Penutupan perusahaan (laek:aut\

adalah upaya pongusaha untuk menekan

dan memaksa sErikat pekerja menerlma

syarat-syarat kerja yang ditawarkan

pengusaha. Selama penutupan

perusahaan, prorec produksi m€mang

berhenti, namun Pekerja tidak

memperoleh upah dan jaminan sosial dari

pengusaha. Untuk tetap memperoleh

penghasilan, sErikat pekerja dlharapkan

bersedia menerima syarat kerja yang

ditawarkan pengusaha'

Selama melakukan Pemogokan,

pekerja memang tidak menerima upah

dari pengusaha, Di negara maju dengan

keuangan serikat pekerja yang kuat,

serikat pekerja memberikan kompensasi

upah kepada pekerja.

"Hiil' 
Aad- $dilkiit 

*F 
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pekerja sendiri harus siap untuk tidak 
,

menerima penghasilan apa-apa selama

melakukan pemogokan.

Dengan demikian, baik

pemogokan maupun PenutuPan

perusahaan, sama-sama meruglkan

pengusaha dan pokerja dan selanjutnya

merugikan masyarakat umum dan negara.

Oleh spbeb 'itu,_ serikat pekerja dan

pengusahd.selalu diaqiurkan untuk tidak

memilih ''c?ra tersebut akan tetapl

mEtarijttkan dan menglntenelfkan

negosiasi atau perundingan' ltu pula

sebabnya pihak yang bermaksud

melaksanakan tindakan Pemaksaan

sepihak (mogok atau menutuP

perusahaan) harus terlebih dahulu melalui

jalur panjang, Pertama membuktikan

upays perundingan telah sungguh-

sungguh dilnkukan dan sudah

menghadapl Jalan buntu, Kedua,

menginformasikan dan mengajukan

rencaRa pemogokan atau BenutuPan

perusahaan kepada Dinas Tenagakerja.

Tidak boleh melakukan tindakan

pemogokan atau penutupan perusahaan

sebelum menerima surat tanda terima

pemberitahuan rensana dari Dinas

Tenaga Kerja.
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Pemogokan

Terakhir

Sebagai Upaya

Sebagaimana dikemukakan di atas,

pemogokan adalah upaya terakhir dari

serikat pekerja untuk memaksa pengusaha

memenuhi tuntutan pekerja, setelah

berbagai upaya lainnya tidak berhasil baik

rnelalui perundingan secara bipartit,

maupun melalui jasa mediasi atau

konsiliasi. Harus dapat dibuktikan bahwa

serangkaian pertemuan dengan pengusaha

telah dilakukan akan teapi tidilk

mendatangkan hasil, atau bahwa serikat

pekerja dalam paling sedikit 2 kali dalam

2 minggu telah mengundang pengusaha

untuk berunding tetapi tidak bersedia

memenuhi tawaran atau undangan serikat

pekerja.

Dcngan demikian,. pekerja harus

memahami bahwa pernogokan menuntut

pengorbanan pekerja. Pemogokan

berdampak ketidakpastian penghasilan

pekerja. Oleh sebab itu untuk mengambil

keputusan merencanakah pemogokan,

serikat pekerja harus mendengarkan

pendapat anggota-anggotanya. Rencana

pemogokan harus diputuskan secara

konsensus oleh seluruh anggota. Bila

serikat pekerja berkeras memobilisir

pemogokan didukung oleh sebagian

anggota, pekeda lain tidak boleh dipaksa

melanjutkan produksi dengan

mengandalkan pekerja yang tidak mogok.

Untuk meningkatkan tekanan terhadap

pengusaha, serikat pekerja harus mampu

memobilisir sebanyak mungkin pekerja.

Keputusan melakukan pernogokan

harus disusun dalam satu Rencana

Pemogokan.yang antara lain memuat isi

tuntutan serikat pekerja, alasan untuk

mengg$lai pemogokan, bentuk kegiatan

yang akan dilaksanakan, dan waktu

mernulai pemogokan. Rencana

pemogokan juga secara implisit memuat

tanggungiawab sorikat pekerja terhadap

anggota yang ikut mogok kerja. Rencana

pemogokan harus diinformasikan kepada

pengusaha dan Dinas Tenagakerja paling

sedikit 7 hari sebelum rencana

pclaksanaan pemogokan dengan

melampirkan bukti-bukti bahwa :

Telah dilakukan serangkaian

perundingan t'etapi tidak

membuahkan hasil, atau

dalam 2 x 2 minggu, pengusaha

menolak berunding dengan serikat

pekeda.
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ffiikai*-_pekerja daPat menggelar tuntutan yang terlalu tinggi untuk

mengharapkan bagian yang lebih besar.pemogokan setelah menerima tanda

pemberitahuan dari Dinas Tenagakeda

tersebut. Dengan kata lain, serikat pekerja

dapat menggelar pemogokan paling cepat

satu minggu setelah menerima tanda

pendaftaran rencana pemogokan. Dalam

jangka waktu tersebut, pengusaha, serikat

pekerja dan Pemerintah dapat melakukan

pendekaan PenYelesaian sehingga

rencana pemogokan tidak jadi

Selama Pekerja melakul(an

pemogokan, Pengusaha tidak wajib

membayar upah mereka. Oleh sebab itu

Selama serikat pekerja menggelar

pemogokan, Pengusaha daPat

memberhentikan seluruh proses produksi,

atau dapat meneruskan produksi bila

sebagian pekerja memutuskan tetap

bekerja. Pengusaha tidak diperbolehkan

melakukan tindakan pembalasan berupa

memberhentikan mereka yang mogok dan

merekrut pekerja baru.

Bila,- pengusaha merasa tidak

mampu memenuhi tuntutan serikat

pekerld"din memutuskan untuk menutup

perusahaan, maka maksud tersebut harus

segera diinformasikan kepada serikat

pekerja dan pemerintah. Pekerja akan

kehilangan pekerjaannya dan terpaksn

mencari pekerjaan baru. Pengusaha tidak

diperbolehkan kembali melanjutkan

usahs yaRg sama di lokasi yang sama.

Sebagaimana diuraikan di ateg,

tanpa mengurangi nilai Pemogokan

sebagai hak dan alat perjuangan pekerja

dan serikat pekerja, pemogokan hanya

membawakan kerugian bagi Pekerja,

pengusaha dan masyarakat. Misalkan

serikat pekerja mampu bertahan moggk

dalam waktu yang relatif lama, sehingga

pengusaha terpaksa mengalah dan

memenuhi tuntutan serikai pekerja.

serikat pekerja Yang

pemogokan seogianYa

menggelar

membayar

kompensasi bagi Pekerja Yang

mogok. Namun di Indonesia, serikat

pekerja pada umumnYa belum mempu

membayar kompensasi bagi enggotanya'

Sebaliknya Pengurus Cabang, Pengurus

Daerah atau Pengurus Pusat Serikat

Pekerja yang menggolang pemogokan

pada umumnya mengambil balas jasa

sekitar lTa/o sampai 20Yo dari hasil

tuRtutan Pekerja: Hal itu membuat

penyelesaian perselisihan sering menjadi

tambah sulit. Sementara pekarja sudah

dapat menerima tawaran Pengusaha,

i serikat pekerja sering bertahan dengan
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Namun akibat pemogokan tersebut

dan tambahan beban yang harus

dikeluarkan pengusaha untuk memenuhi

tuntutan serikat pekerja, pengusaha akan

menanggung rugi atau hanya mampu

memperoleh margin keuntungan yang

kecil. Dengan kondisi yang demikian,

tahun berikutnya serikat pekerja tidak

mungkin lagi layak mengajukan tuntutan

baru. Kalau serikat pekerja tetap

memaksakan tuntutan baru, perusahaan

akan bangkrut dan semua akan kehilangari

pekerjaan.

Angka pemogokan di lndonesia

termasuk tinggi, dan cenderung untuk

terus meningkat terutama sejak awal

tahun 1990-an. Sebagaimana dapat dilihat

pada Tabel 2, pemogokan meningkat dari

6l kasus dalam tahun l990.menjadi 273

kasus dalam tahun 2000, akan tetapi turun

mcnjadi 125 kasus dalam tahun 2004.

Pekerja yang terlibat dalam pemogokan

bortambah dari 31,234 onng dalam tahun

1990 mcnjadi 126.045 orang dalam nhun

2000, dan turun menjadl 53.321 orang

dalam tahun 2004, Dalam periode

terssbut jam kerja hilang (manhouru lost'1

monlngkat darl 262,014jam korja monJadl

1,28 Juta Jam kerja, dan turun moqiadl

554,726Jam kcrja,

Pomogokan yrng berkopaqlangrn

atau yang berakhir dengan penutupan

perusahaan bukan saja merugikan

pengusaha dan pekerja, akan tetapi juga

mengorbankan kepentingan umum dan

negara. Untuk mengghindari kerugian

seperti itu, Femerintah sejak awal

perselisihan perlu memfasilitasi dialog,

saling pengertian dan perundingan antara

pengusaha dan serikat pekerja. Pada saat

kedua belah pihak menghadapi stagnasi.

Pemerintah harus secara bijaksana

menawarkan titik kompromi atau

tarigsung diminta diselesaikan melalui

Pengadil*n 
' Hubungan lndusrrial.

Kcputusan PHI wajib dilaksanakan oleh

pengusaha dan serikat pekerja.

b. Penutupan Perusahaan

Untuk memberikan keseimbangan

atas hak serikat pekeda melakukan

pemogokan, pengusaha'juga diberi hak

untuk menutup'perusahaan sebagai reaksi

terhadap tuntutan serikat pekerja yang

tidak dapat dipenuhinya, Sama halnya

dengan roneana pemogokan, pengusaha

harus mcnyugun rencana penutupan

Frusahaan yang antara lain memuat isi

tuntutsn serlkat pekorja, alasan.alasan

tldak mampu memenuhl tuntutan

torsobut, dan upayr yang dilakukan untuk

berundlng dan dalam prundlngan dengan

scrlkat pokorja,
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Kemudian, pengusaha
I

I memhritahukan nencana tersebut kepada

i serikat pekerja dan kepada Dinas Tenaga
!

I ferja dengan bukti telah melakukan
I

!

i upaya maksirnal berunding dengan serikat
.l

'i pekerja,
I

I

Dinas Tenaga Kerja tanda

terima pemberitahuan setelah

menghimpun informasi yang diperlukan.

Dinas Tenaga Kerja dapat scgera

melakukan pendekatan kepada kgdua

pihak yang berselisih supaya berupaya

mencapai titik kompromi.

Trbel 2

JUMLAH KASUS PEMOGOKAN DAN JAM KERJA HILANG
tNDONESIA,2005

Tahun
Jumlah
Kasus

Pekerja
Terlibst

Jam KerJr
Hilang

r 980
t98l
l 982
I 983
1984
l 985
r986
1987
l 988
1989
1990
l99t
1992
I 993
t994
r995
1996
1997
I 998
t999
2000
2001
2002
2W3
2004
2005 a)

r00
200
t42
96
63
78
75
35
39
t9
6l
r30
251
t95
296
276
360
234
278
125
273
174
220
r6t
t25
90

tu28q
54,875
49,525
23,318
10,836
21,148
16,831

8,281

7,544
I,168

31,234
64,474

t 23,005
103,490
147,662
126,855
221,557
144,929
152,495
48,232
t26,045
109,845
97,325
68,1 l4
53,321
51.508

328,466
495,144
50t,?36
295,149
62,906
55,00t
I17,643
35,664
607,265
29,257
262,014
582,477

1,019,654
966,931
1.421,032
I,300,001
2A97,913
t.250,673
1,550,945
915,t05
1,281,242
| ,165,032
769,142
643,254
554,726
s09.970

Sumber : Dlrektorat Jenderal Hubungan Industrial

a) sampai Oktober 2005
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Bila serikat pskerja dan pengusaha sama-

sama bertahan atau sama-sama tidak

bersedia mengalah, perusahaan akan

ditutup, pekeda akan kehilangan

pekerjaannya. Pengusaha tidak

diper olehkan meneruskan perusahaan di

lokasi yang sama dengan merekrut

pegawaibaru.

Tergantung pada dampdk

penutupan perusahaan terhadap

pengusaha dan pekerja serta terhadap

kepentingan umum, Pemerintah padi

daoarnya dapat melakukan intervensin

yaitu dengan membawa kedua belah pihak

kenbali ke perundingen dan atau

menawarkan bentuk kompromi, atau

mengaJukan ke Pengadilan Hubungan

Industrial.

G, Menghlndarl Pemogokan den

Penutuprn Perusahnan

Kondisl hubungan industrial pada

awa! tahun 2000-an inl Eudah jauh

berbeda dengan kandisi pada awal

revolusi indrrstri 150 tahun yang lalu

bahkan dengan kondisi hubungan

industrial 5-10 tahun yang lalu. Fertama,

ILO sendiri sebagai lembaga tripartit

nasional, terdiri dari wakil-wakil serikat

pekerja pengusaha dan Pemerintah

negara-negara di dunia, sudah

menerbitkan sejumlah Konvensi dan

Rekomendasi mengenai perlindungan

pekerja, yang secara moral wajib

dilaksanakan di setiap negara. Kedua,

Deklarasi ILO tahun 1998 yang lalu

mengenai pelaksanaan hak-hak dasar

pekerja termasuk hak berorganisasi dan

berunding bersama bagi pekerja dan

pengusaha" telah memberikan dampak

yang sangat besar bagi perkembangan

hubungan industrial di seluruh dunia.

Ketiga, baik karena pengaruh ILO

tersebut mElupun karena gerakan serikat

pekerja di tingkat nasional, masing'

masing'ne$ara sekarang ini pastl sudah

memiliki sopcrangkat peraturan

perundang-undangan, lembaga dan

mekanisme kerja mellndungi para pckerja

dan dunia usaha dari tindakan s€w€!l&hg-

wenang oleh pihak lain. Tlap negara

pasti sudah memiliki lembaga dan

mpkanisme dialog, perundingan dan

penyelescian perselielhan antara

pengusaha dengan pekerja dan atau

serikat pekerja. Keempa$ baik

pengusaha maupun pera pimpinan serikat

pekerja sekarang ini sudah semakin

berpikiran tuas. Para pengusaha pada

umumnya sudah menaruh perhatian pada

perbaikan kualitas hidup dan

kesejahteraan pekerja. Para pimpinan

serikat pekerja tidak sekedar
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mengandalkan kekuatan otot akan tetapi

sudah semakin mengandalkan

kemampuan intelektual dan

profesionalisme. Kelima, semakin

disadari bahwa pemogokan dan penutupan

perusahaan selalu menimbulkan dampak

negatif bagi masyarakat. Oleh sebab itu,

ke depan pimpinan serikat pekerja yang

efektif dan berpengaruh bukanlah

pimpinan yang mampu menggelar

demonstrasi dan pemogokan Yang

berkepanjangan, akan tetapi pemimpin

yang dapat menyelesaikan perselisihan

melalui dialog dan negosiasi.

Sebagaimana telah diuraikan di

atas, persaingan yang semakin tajam

dalam era globalisasi ini menuntut

pengusaha dan serikat pekeda harus

,.ru-rm. ' dun bergandengan tangan

meningkatkan produktivitas dan daya

saing mereka, yaitu di satu pihak dengan

menyempurnakan sistem kerja dan

meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia, dan di pihak lain menghindari

segala bentuk pertikaian, perselisihan dan

pemogokan yang sangat mengganggu

kelanoaran produksi. Dengan kata lain,

semua pihak pengusaha, serikat pekorja,

Pemerintah'dan masyarakat harus sefla-

s&ma -rygnghindari pemogokan dan

penutupan perusahaan.
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